PENETAPAN BAKAL CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019 DI KABUPATEN BADUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 140/HK.03.1-

Kpt/5103/KPU-Kab/X1/2018 TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ~ Surat  Komisi Pemilihan Umum Nomor
1373/PP.05.SD/01/KPU/XI/2018, tanggal 5 November 2018, Perihal : Surat
Edaran tentang proses penambahan jumlah anggota PPK pada Pemilu Tahun
2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung Nomor 1351/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 15 November
2018 tentang Penetapan Bakal Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Badung tentang Penetapan Bakal Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan

Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini
adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
dan terakhir di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).



Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 140/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-
Kab/X1/2018 diatur tentang : Menetapkan Bakal Calon Panitia Pemilihan
Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang
dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-
076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal
15 November 2018.

- Lampiran 1 Halaman



